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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah

diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polresta Yogyakarta dalam rangka penegakan hukum tindak pidana

peredaran uang palsu adalah, bersama Bank Indonesia lebih fokus ke

penyuluhan, meningkatkan penyelidikan dari tempat-tempat yang

mempunyai celah adanya peredaran dan pengedaran uang palsu, serta

menyertakan saksi ahli dari Bank Indonesia untuk mengetahui keaslian

uang.

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak

pidana peredaran uang palsu antara lain adalah, minimnya jumlah personil

yang ada dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang dibawahi oleh

Polresta Yogyakarta tidak sebanding, apalagi jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk di Kota Yogyakarta, belum adanya personil di Polresta

Yogyakarta yang secara khisus dapat mengetahui secara langsung untuk

membedakan uang asli dan uang palsu, di Polresta Yogyakarta tidak

tersedianya alat untuk membedakan uang asli dan uang palsu, anggaran

kegiatan dan sarana pendukung terbatas, sehingga berpengaruh terhadap

pelaksanaan kegiatan ataupun program-program menjadi kurang lancar,

serta tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang
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terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap

jaringan pelaku utama.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan anggaran khususnya guna pelaksanaan kegiatan

pencegahan dan penanggulangan perdaran uang palsu.

2. Sosialisasi tentang uang asli dan cara pencegahan peredaran uang palsu

lebih diperbanyak, sehingga dapat dicegah sejak awal agar masyarakat

dapat berperan serta dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan

uang.
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